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BAB IV 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

1. Bahwa didalam surat dakwaan diuraikan semua unsur-unsur yang 

ditentukan oleh undang-undang secara lengkap sesuai dengan kesalahan 

Terdakwa. Begitu juga halnya dalam Surat Dakwaan Tindak Pidana 

Korupsi disusun dan dibuat dengan uraian cermat, jelas dan lengkap serta 

menguraikan unsur demi unsur setiap pasal yang dikenakan sesuai 

dengan perbuatan si Terdakwa Tindak Pidana Korupsi, serta adanya 

pengaturan tentang mekanisme pembuatan surat dakwaan melalui 

ketentuan Surat Edaran Jaksa Agung RI Nomor.SE-004/J.A/11/1993 

tanggal 16 November 1993 dan Surat Edaran Jaksa Agung Muda Tindak 

Pidana Umum Nomor B-607/E/11/1993 tanggal 22 November 1993. 

2. Pembuktian Unsur Perbuatan Melawan Hukum Tindak Pidana Korupsi di 

Persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum berpegang pada surat dakwaan 

dan kemudian disusun bersama dalam Surat Tuntutan sesuai dengan 

perbuatan yang benar-benar dilakukan oleh Terdakwa agar terhindar dari 

Putusan Hakim yang membebaskan Terdakwa Tindak Pidana Korupsi, 

hal ini juga dilakukan oleh Jaksa karena apapun yang terbukti nanti di 

persidangan yang jelas Jaksa penuntut Umum berusaha menjabarkan 

tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa baik perbuatan 

melawan hukum formil maupun materiil. 
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B. Saran 

1. Diharapkan untuk kedepannya para pembentuk peraturan perundang-

undangan di Indonesia didalam menyusun peraturan perundang-undangan 

khususnya Tindak Pidana Korupsi dapat menjabarkan secara detail 

mengenai unsur perbuatan melawan hukum agar para praktisi khususnya 

Jaksa Penuntut Umum di dalam pembuatan surat dakwaan sesuai dengan 

persyaratan-persyaratan dan menurut ketentuan yang berlaku serta dapat 

dipetanggungjawabkan di pemeriksaan pengadilan. 

2. Diharapkan untuk kedepannya pembuktian unsur perbuatan melawan 

hukum tindak pidana korupsi agar terhindar dari Putusan Hakim yang 

membebaskan terdakwa tindak pidana korupsi di pemeriksaan pengadilan 

dimana Jaksa penuntut Umum berusaha menjabarkan tindak pidana yang 

telah dilakukan oleh Terdakwa. Maka Hakim berpegang pada surat 

dakwaan yang dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum yang akan 

membuktikan agar semua bagian surat dakwaan itu dapat dibuktikan 

dalam pemeriksaan pengadilan dengan memenuhi adanya unsur 

perbuatan melawan hukum formil dan materiil  yang tertuang dalam Surat 

Tuntutan. 

 

 

 

 

 

 

 

 


